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Pendahuluan

UMKM merupakan pilar strategis perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 61,97% terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM memerlukan 
legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi dalam sistem perizinan berbasis 
risiko yang memberikan kepastian hukum serta akses pembiayaan dan fasilitas pemerintah. Namun, 
sekitar 77% UMKM masih belum memiliki legalitas formal, sehingga berpotensi menghambat 
pengembangan usaha.

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 171.264 UMKM, tetapi hanya 10.891 yang telah memiliki legalitas 
atau NIB. Rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan literasi digital menjadi hambatan utama 
dalam proses perizinan. Melalui kegiatan advokasi dan pendampingan, Program Studi Hukum 
UMSIDA berperan membantu penerbitan NIB bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis peran pendampingan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan 
keberlanjutan usaha UMKM.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

• Bagaimana bentuk kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum 
UMSIDA untuk meningkatkan kepatuhan perizinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?

• Apa kebaruan utama OSS-RBA dalam proses perizinan berusaha dibandingkan OSS 
non-RBA?
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Metode

Jenis penelitian:Hukum empiris

Jenis penelitian: Hukum empiris

Pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach)

Pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach)

Teknik pengumpulan data: wawancara, 
studi lapangan, dokumentasi

Analisis data: 
deskriptif kualitatif
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Hasil dan Pembahasan 1
Advokasi Prodi Hukum UMSIDA terhadap Kepatuhan Hukum UMKM di Sidoarjo

• Program Studi Hukum UMSIDA melaksanakan advokasi non-litigasi melalui sosialisasi hukum, konsultasi dan edukasi perizinan, 
pendampingan teknis OSS-RBA, serta fasilitasi penerbitan NIB yang terintegrasi dalam mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum 
Administrasi Negara, dan program Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum 
dan kepatuhan administratif UMKM terhadap perizinan berbasis risiko. Hasilnya, dari 1.635 NIB yang terbit pada periode 
2023–2025, sebanyak 132 NIB (6%) merupakan kontribusi langsung pendampingan Prodi Hukum UMSIDA, yang menunjukkan 
efektivitas model advokasi akademik dalam mendorong legalisasi usaha.

Keterangan:
• Sebesar 6% penerbitan NIB pada periode 2023–2025 merupakan hasil 

pendampingan Prodi Hukum UMSIDA, sedangkan 94% berasal dari 
jalur lainnya. Persentase ini menegaskan bahwa intervensi advokasi 
akademik memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan 
perizinan UMKM serta memperkuat formalitas usaha di Kabupaten 
Sidoarjo.
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Hasil dan Pembahasan 2

        Kebaruan utama OSS-RBA terletak pada penerapan klasifikasi risiko yang menentukan kewajiban dokumen lingkungan 
secara proporsional melalui mekanisme penapisan otomatis dan integrasi digital. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang tidak 
membedakan secara tegas tingkat risiko, OSS-RBA menetapkan kewajiban bertingkat—SPPL untuk risiko rendah, UKL-UPL untuk 
risiko menengah, dan AMDAL untuk risiko tinggi—sehingga perizinan menjadi lebih adil, efisien, dan terukur. Implikasinya, UMKM 
berisiko rendah memperoleh kemudahan melalui prosedur sederhana dan cepat tanpa mengabaikan prinsip perlindungan 
lingkungan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha

Tabel Perbedaan SPPL, UKL-PL, AMDAL
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Temuan Penting Penelitian
Temuan 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi non-litigasi Program Studi Hukum 
UMSIDA melalui sosialisasi, edukasi perizinan, pendampingan OSS-RBA, dan fasilitasi penerbitan 
NIB yang terintegrasi dengan pembelajaran dan ABDIMAS efektif meningkatkan kepatuhan 
perizinan UMKM. Model advokasi akademik tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi 
juga meningkatkan literasi hukum dan kesadaran legalitas usaha. Kontribusi 6% terhadap total 
penerbitan NIB periode 2023–2025 menegaskan dampak nyata pendampingan dalam 
mendorong formalisasi usaha di Kabupaten Sidoarjo.

Temuan 2. Kebaruan OSS-RBA terletak pada penerapan pendekatan berbasis risiko yang 
menggantikan sistem seragam pada OSS non-RBA, termasuk integrasi izin lingkungan dan 
penyederhanaan kewajiban melalui klasifikasi risiko. Perubahan ini memperkuat efisiensi proses, 
kepastian waktu layanan, dan kepastian hukum, sehingga UMKM memperoleh akses legalitas 
yang lebih proporsional, sederhana, dan terukur sesuai tingkat risiko usahanya.
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Manfaat Penelitian

• Meningkatkan kepatuhan hukum UMKM

• Memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan usaha

• Mempermudah akses pembiayaan dan 
program pemerintah

• Mendorong keberlanjutan dan 
pengembangan usaha UMKM

• Mendukung pembangunan ekonomi 
lokal di Kabupaten Sidoarjo
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